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BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 44 2020

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA, DAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

Mengingat

119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran
Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penghasilan Kepala Desa,
Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan
Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);



Menetapkan

10.

11.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
S5717);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 130)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, Dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat DesaDesa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun
2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E, Noreg Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : 52/2015);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018
tenrang Pedomaan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 46 Seri E)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Bandung Barat Nomor 46 Tahun 2018 tenrang
Pedomaan Pengelolaan Keuangan Desa Pengalokasian dan
Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 6 Seri E);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2020 Tentang
penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2020 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 4 TAHUN 2020
TENTANG PENGHASILAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA,
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA



I. Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun
2020 tentang Penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Nomor 4 Seri E) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi :
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Bupati adalah Bupati Bandung Barat

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah otonom.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan dewan
perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah.

5. Desa adalah Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut
Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pemimpin Desa yang dipilih langsung oleh penduduk Desa
yang bersangkutan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapkan secara demokratis.

10. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari
sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.

11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.

12. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari
APBDesa.

13. Tunjangan akhir masa jabatan adalah Tunjangan yang diberikan kepada
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berakhir masa jabatannya.

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa,
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

15. Jaminan Kesehatan adalah adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan
agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan
dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap
orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan
Kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
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(1)

(2)

(3)

[uran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut Iurana dalah sejumlah
uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau
pemerintah pusat atau pemerintah kabupaten/kota untuk program Jaminan
Kesehatan.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat
BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk
menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah
kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah atau disingkat SKPKD yang
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai
Bendahara Umum Daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasita ssebagai Bendahara Umum Daerah

Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang
dialokasikan bagi desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana
perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi
Dana Alokasi Khusus.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

ADD untuk Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dari
Pemerintah Daerah kepada Desa dengan cara transfer dari rekening kas
umum Daerah ke rekening Desa.

Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan untuk
pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa untuk
keperluan pembayaran lebih dari 1 (satu) bulan dengan mempertimbangkan
ketersediaan anggaran.

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembinaan dan
pengawasan urusan Desa menetapkan persyaratan transfer Penghasilan Tetap
Kepala Desa dan Perangkat Desa dari Pemerintah Daerah kepada Desa sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Tunjangan kesehatan berupa Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa
adalah sebesar 5% (lima persen) dari Penghasilan Tetap per bulan yang
dialokasikan dalam APBD.

Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa sebagaimanadimaksud pada ayat
(1) dibayar dengan ketentuan:

a. 4% (empat persen) dibayar oleh pemerintah daerah; dan
b. 1% (satu persen) dibayar oleh Peserta.

Dalam hal penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibawah
Upah Minimun Kabupaten maka besaran iuran adalah sebesar 5% (lima
persen) dari Penghasilan Tetap per bulan.

Diantara ketentuan Pasal Pasal 8 dan Pasal 9 ditambah Pasal 8A, 8B, 8C dan
8D yang berbunyi sebagai berikut :
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Pasal 8A

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan pemotongan Iuran
sebesar 4% (empat persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2)
huruf a, dari alokasi anggaran luran pada Perangkat Daerah yang membidangi
pembinaan dan pengawasan Desa setiap bulan.

Alokasi anggaran pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dianggarkan pada kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa,
objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai dengan kode rekening
berkenaan.

Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan
jumlah rencana kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan
Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa.

Bendahara pengeluaran Perangkat Daerah melakukan penyetoran Iuran
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui rekening BPJS Kesehatan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8B

PPKD selaku BUD melakukan pemotongan Iuran sebesar 1 % (satu persen)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dari Penghasilan tetap
per bulan.

Pemotongan Iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melalui pemotongan
bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing desa.

Pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD hak masing-masing
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jumlah rencana
kebutuhan pembayaran Iuran sesuai data kepesertaan Jaminan Kesehatan
bagi kepala desa dan perangkat desa.

Rencana kebutuhan pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dituangkan dalam berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten
dengan BPJS Kesehatan yang memuat:

a. rencana penerimaan ADD; dan
b. rencana anggaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa.

Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani
oleh PPKD selaku BUD dengan pejabat BPJS Kesehatan yang selanjutnya
disampaikan kepada Bupati.

PPKD selaku BUD melakukan penyetoran Iuran kepada BPJS Kesehatan
berdasarkan hasil pemotongan bagian penerimaan yang bersumber dari ADD
hak masing-masing desa.

Penyetoran Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
rekening BPJS Kesehatan.

Berita acara kesepakatan antara pemerintah kabupaten dengan BPJS
Kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (4), merupakan dokumen pendukung
dalam melakukan pencatatan pada catatan atas laporan keuangan yang
menjadi bagian tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban APBDes.

Tata Berita Acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.



Pasal 8C

(1) Pembayaran langsung Iuran kepada BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8A ayat (4) dan Pasal 8C ayat (7) paling lambat tanggal 10 setiap
bulan.

(2) Dalam hal tanggal 10 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari
libur, Iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya.

(3) Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan untuk lebih dari
1 (satu) bulan yang dilakukan di awal setelah berkoordinasi dengan BPJS
Kesehatan.

Pasal 8D

Tata cara pendaftaran dan perubahan kepesertaan serta rekonsiliasi data
pembayaran Iuran bagi kepala desa dan perangkat desa dilakukan berdasarkan
ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 November 2020

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

AA UMBARA SUTISNA

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 5 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

ASEP SODIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2020 NOMOR 45 SERI E



